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Abstract

The existence of Constitution Court as the pioneer ofconstitution in Indonesia must be
warmiy responded, because through this board it wili be found thesolution from the
jun'sdictive aspect when the instituhnal conflict of arise-between House ofRepresenta-
fiVes andPresident which startfrom theHouse ofRepresentatives' ideas thatPresident or
the vice President has broken the iaw.

Pendahuluan

Gerdasarkan kewenangan yangdiberikan
oleh Pasal 37 UUD 1945 sejak 1999sampai
tahun 2002 MPR telah melakukan empat kali
perubahan UUD 1945. Perubahan pertama
dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999,
perubahan kedua dalam Sidang Tahunan
MPR 2000, perubahan ketiga dalam Sidang
Tahunan MPR 2001 dan perubahan keempat
dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2002
yang teiah iaiu.

Tuntutan terhadap perubahan konstitusi
atau UUD dikarenakan tidak ada satu sistem

ketatanegaraan yang digambarkan daiam
konstitusi atau UUD seoara sempurna pada
saat diiahirkan, karenaproses keiahiran suatu

konstitusi di setiap negara berbeda-beda
aiasan dan latar beiakang historisnya, dia
adalah produk zamannya.

UUD 1945 adaiah produk masanya,
sebagai hasii pemikiran para negarawan yang
menyusunnya pada waktu itu. Daiam kurun
waktu perkembangannya mungkin saja terasa
ada sesuatu yang perlu diubah untuk disem-
purnakan. sebagai perangkat sistem ketata
negaraan indonesia. Maka sesuai dengan
perkembangan zaman dan dinamika ketata
negaraan salah satu materi muatan yang
menjadi kebutuhan kita adaiah terbentuknya
Mahkamah Konstitusi.

Dengan berubahnya struktur parlemen
menjadi "dua kamar^ [blkamerai)^ yang terdiri

^Rumusan UUD 1945 baru, same sekali tidak mencerminkan konsep sistem perwakllari dua kamar. MPR
mempunyai anggota dan iingkungan wewenang sendri. Demikian pula DPR dan DPD. Hal semacam ini bukan
system dua kamar, tetapi malahan menjadi tiga badan peiwakiian yang mandiii (DPR, DPD, danMPR).
Sebagaimana dikemukakan oleh Baglr Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945Baru. Get1,(Yogyakarta;
FH-UII Press. 2003), him. 5.
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atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah, kedua kamar parlemen
tersebut secara bersama-sama tetap dapat
disebut sebagai Majelis Permusyawaratan
Rakyat, seperti Kongres Amerika Serikat yang
terdiri atas House of Representatives dan
Senaf^

Sehubungan dengan gagasan cheks and
balance, penyelesaian sengketa di antara
lembaga negara yang sederajat itu perlu
diatur mekanismenya. Jika dulu, Majelis Per
musyawaratan Rakyat yang berkedudukan
sebagai lembaga tertinggi negara —
penjelmaan seluruti rakyat dan pelaku
sepenuhnya kedaulatan rakyat Indonesia—
berwenang dan memang merupakan-peme-
gang kekuasaan tertinggi untuk mengatasi
persengketaan semacam itu, makasekarang
sudati dibentuk suatu Mahkamah tersendiri

yang dinamakan Mahkamah Konstitusi.^
Mahkamah Konstitusi merupakan

lembaga negarabaru yang diintrodusir melalui
perubahan UUD 1945. Darl sudut pandang
Hukum Tata Negara perlunya dibentuk
Mahkamah Konstitusi adalah untuk me-

meriksa, mengadiii dan mepiutuskan pen-
dapat DPR terhadap p'erbuatan Presiden dan/
atau Wakii Presiden yang diduga meianggar
hukum, sebagaimana yang teroantum dalam
Pasai24C ayat(2): "Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan pu^san atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenal dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar".

Dengan terjadinya perubahan mekanisme
pemberhentian Presiden dan/atau Waki!
Presiden melaiui perubahan UUD 1945
tersebut, maka dalam tulisan ini yang ingin
dikaji adaiah urgensi Mahkamah Konstitusi
dalam proses pemberhentian Presiden dan/
atau Wakii Presiden.

Sejarah Mahkamah Konstitusi

Saiah satu ketentuan baru yang sangat
penting yangterdapatdalam PerubahanKetiga
Undang-Undang Dasar 1945 adaiah keten
tuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang
dirumuskan daiam Pasa! 24C ayat (1) sampai
dengan ayat (6).^ Perkembangan ide
Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan
relatif baru di Indonesia. Bahkan di seiuruh

dunia, negara yang teiah memiliki lembaga
baru ini tercatat 78 buah negara. Dalam
perkembangan pemikiran hukum dan
kenegaraan modern, gagasan Mahkamah
Konstitusi {constitutional court) ini di dunia,
dapat disebut merupakan hasii temuan dan
kreasi abad. ke-20. Lembaga ini dianggap
penting daiam rangka memperkuat usaha
membangun hubungan-hubungan yang
saiing mengendalikan antar cabang-cabang
kekuasaan negara {cheks and balances).

^Menurutpenulis, kedua lembaga tersebut (MPR dan Kongres) rnempunyai kemin'pan tetapi tidak sama,
MPR mempunyai tugasdanwewenang sendiri sedangkan Kongres tidak rnempunyai tugasdanwewenang
samasekali. Kongres hanya merupakan Forum bertemunya SenatdanHouse of Representatives.

^JimiyAsshiddqie, 'Mahkamah Konstitusi d berbagai Negara," Seminar Regional Kedudukan, Fungsidan
Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, diselenggarakan oleh
Program Doktor(S3) llmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Mel 2002,him. 1.

^Jimly Asshiddiqie, KonsolidasiNaskah UUD 1945SetelahPerubahan Keempat (Jakarta: PusatStudi
Hukum TataNegaraFH-UI, 2002), him. 40-44.
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Pada mulanya,® kegunaan praktis
Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan
keperluan untuk mengadakan pengujian
terhadap konstitusionalitas undang-undang
yang ditetapkan oleh parlemen. Perdebatan
mengenai persoalan ini pada mulanya muncul
dan berkembang di Amerika Serikat dalam
kasus yang lerkenal, yaitu 'Madison versus
Marbury' tahun 1803. Inti perdebatan dalam
kasus ini adalah bahwa Mahkamah Agung
Amerika Serikat di bawah pimpinan John
Marshall ditantang untuk melakukan pengujian
{review atau toetsing) atas konstitusionalitas
undang-undang yang ditetapkan oleh Kongres,
sementara Konstitusi Amerika Serikat sama
sekali tidak memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Agung untuk melakukan upaya
yang pada pokoknya bersifat mempersoalkan
produk hukum yang dibuat oleh kongres yang
merupakan cabang kekuasaan leglslatif.

Namun, berkat keberanlannya berinovasi
(berijtihad), John Marshall selaku Ketua
Mahkamah Agung ket'ka itu, menetapkan bahwa
Mahkamah" Agung memiliki kewenangan
menguji undang-undang sebagai produk
lembaga leglslatif meskipun hal itu tidak
bersifat 'constitufionally entrusted powei'. Hak
menguji inilah yang biasa disebut dengan 'ju
dicial reviev/ atau dalam bahasa Belandanya
disebut 'toetsingsrechf yang dianggap sudah
dengan sendirinya dimiliki oleh Mahkamah
Agung Amerika Serikat sebagai "the Guardian
of the Constitution of the United States of
Americsf.

Kasus 'Madison versus Marbury' ini sangat
fenomenal, karena membuat preseden baru

dalam sejarah hukum Amerika. Sejak itu,
pengaruhnya meluas kedalam pemikiran dan
praktek-praktek hukum di banyak negara.
Pengaruhnya bahkan juga meluas ke Eropa,
Asia dan Afrika. Memberikan peran kepada
lembaga kehakiman untuk menguji produk
lembaga'"(egislatif diterima umum sebagai
mekanisme yang dinilai penting untuk
menjamin tegaknya negara hukum modern
[modern democratische rechtsstaaf) dan
memperkuat sistem demokrasi negara mod
ern [modern constitutional democracy).^

Pada perkembangan selanjutnya, di
samping karena makin meningkatnya
kesadaran mengenai pentingnya fungsi 'judi
cial reviev/ itu, diberbagai negaramuncul pula
kebutuhan untuk menghadapi berbagai kasus-
kasus perselisihan antar cabang-oabang
kekuasaan negara yang tidak dapat di-
selesaikan dengan cara-cara yang lazim oleh
lembaga-lembaga yang ada, termasuk oleh
Mahkamah Agung. Karena itu, dl lingkungan
negara-pegara Eropa Barat, seperti Austria,
Jerman, Italia, Perancis, danBelgia, yang pada
umumnya menganut tradisi 'civil lav/, fungsi
pengujian dan penyelesaian sengketa oleh
hakim tersebut [judicial review) dianggap perlu
dilembagakan secara tersendiri dalamstruktur
ketatanegaraan mereka. Karena itu, berkem-
banglah ide untuk membentuk Mahkamah
Konstitusi [ConstitutionalCourfjyang tersendiri
di luar struktur Mahkamah Agung [Supreme
CourtofJustice) yangsudahada sebelumnya.

Negara yang dianggap pelopor dalam
membentuk Mahkamah ini di Eropa adalah
Austria yang mengadopsikan Ide pembentukan

'JimlyAsshiddicpe, Mustafa Fakhri, Mahkamah KonstitusiKompilasiketentuan Konstitusi, Undang-Undang
dan Peraturan di 78 Negara, Pusat Stud HTN FH Ul. Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, him. 1
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Mahkamah Konstitusi itu dalam UUD 1920.

Mahkamah Konstitusi Austria yang sekarang
inj ada teiah berdiri dan menjaiankan tugas
kqnstitusionainya sejak kemerdekaan Austria
dari Jerman pada1945, Dapatdikatakan, Pro
fessor Hans Kelsen-lah yang banyak berperan
daiam penyusunan UUD Austria 1920 itu,
terutama berkenaan dengan ide Mahkamah
Konstitusi ini diikuti oleh Itaiia yang
mengadopsikannya daiam UUD pada 1947.
Untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi itu,
di itaiia dibentuk undang-undang khusus pada
1948. Peranois baru membentuk lembaga ini,
tetapi bukan dengan sebutan Mahkamah
meiainkan dengan sebutan Dewan {counseil
consMonel) pada 1958. Idenya diadopslkan
ke dalam UUD yang berlaku sejak 4 Oktober
1958, dan satu buian kemudian diatur dengan
undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi
yang disahkan padatanggal 7 November 1958.
Seiain Austria, itaiia, dan Peranois, negara
yang paiing sering disebut dan bahkan
dijadikan modei oieh banyak negara daiam
soai Mahkamah Konstitusi ini adaiah Jerman
yang baru mengadopsikan ide Mahkamah
Konstitusi ini daiam konstltusinya pada 1949
(sebeiurn Peranois, tapi sesudah Austria dan
itaiia).' ,

Di Jerman, Austria dan Italia, Mahkamah
Kpristitusi {Constitutional Court} dibentuk
tersendiri di samplng Mahkamah Agung (Su
preme Court}. Namun, tidak semua negara
mengikuti jejak ketiga negara ini. Orang
Peranois oenderung menganggap kegiatan
iembaga baru int sama sekail tidak dapat.
dikategorikan sebagal kegiatan peradiian
daiam arti yang jazim. Karena itu, Ide lembaga

Ibid.

in! diadopsi tetapi namanya bukan 'Constitu-
HonaiCourt, meiainkan "Constitutional Counseit
atau daiam bahasa Peranois disebut "Counseil

Constitu^onal'. Semua negara bekas jajahaii
Peranois pada umumnya mengikuti pola
Peranois ini.' Berbeda dengan orang Peranois
dan Jerman, orang Beigia mengembangkari
pengertiannya sendiri mengenai fungsi
keiembagaan Mahkamah Ini. Pengadilan
konstitusionai yang dimaksud memang bukan
peradiian daiam arti yang sebenarnya, tetapi
tetap berfungsi sebagal penyeiesalan
sengketa. Karena itu, daiam konstitusi Beigia,'
kejembagaannya disebut dengan nama
'Constitutional Arbitrage" atau Arbitrase
Konstitusionai.

Seiain ketiga jenlsnegara-negara tersebut,
ada puia beberapa negara yang memllikj
Mahkamah Konstitusi, tetapi kedudukannya
ada di dalam iingkup tugas dan kewenangah
Mahkamah Agung. Contohnya adaiah
Repubiik Venezueiia. Dalam UUD Venezuelia
ditentukan adanya 'tribunal consMonafaiau
Mahkamah Konstitusi sebagal saiah satu
kamar daiam iingkungan Mahkamah Agung.
Beberapa negara Amerika Selatan lainnya
banyak jugayang menganut pandangan yang
sama sekali tidak mempunyai Mahkamah
Konstitusi'sama sekaii. Fungsi Mahkamah
Konstitusi itu, seperti di Amerika Serikat
dianggap cukup diberikan atau dikaitkan
dengan: Mahkamah Agung saja. Di Asia juga
banyak negara yang mengikuti poia Amerika
Serikat ini, termasuk negara-negara yang baru
saja melakukan'constitutional reform' dan
berubah seoara signifikan menjadi negara
demokrasi, seperti misainya Fiiipina.
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Penyebutan Rlipina sebagai satu negara
yang mengalami 'constitutional reform' dan
berubah secara revolusioner dari 'otoritariarf
menjadi 'demokrasi', sangatlah penting
karena pada umumnya negara-negara yang
mengalami gejolak sosial politik dan
konstitusional pada dasawarsa 1980-an dan
1990-an sangat akrab dengan ide
pembentukan Mahkamah Konstitusi In!.
Sesungguhnya, Jerman dan Italia juga bam
mengadopslkan gagasan pembentukan
Mahkamah Konstitusi ini setelah lepas dari
cengkraman diktator Adolf Hitler dan Benlto
Musollnl pasca perang Dunia kedua. Oleh
karena Itu, dapat dlkatakan bahwa pem
bentukan lembaga peradllan Mahkamah
Konstitusi Inl di dunIa terkalt dengan upaya
yang baru saja mengalami gejolak.

Dalam hubungan itulah maka pada kumn
dasawarsa 1980-an dan 1990-an, banyak
sekall negara-negara eks komunis yang
mengalami keruntuhan dan kemudlan berubah
menjadi negara demokrasi. Semua negara-
negara komunis Itu menganut prinsip 'su
preme parlemerf {supremacy ofparliamenfj.
Hal Inl tercermin pada adanya lembaga yang
mempunyal kedudukan tertinggi dalam
struktur ketatanegaraan mereka. Negara-
negara, seperti RRC, Unl Soviet, Bulgaria,
Romania, Cekoslavakla, Cuba, dan lain
sebagalnya menganut prInsIp supremasi
parlemen Ini. Indonesia dl bawah UUD 1945
(sebelum mengalami perubahan) juga
menganut sistem MPR sebagai lembaga
tertinggi negara. Kerajaan Inggeris mesklpun
seperti Indonesia bukan negara komunis, juga
menganut prinsip 'supremacy ofpariiamenf}

^Ibid.

Di semua negara yang menganut pola
pemlklran'terakhir inl, tidak dikenal adanya
fungsl pengujian terhadap konstltusionalltas
undang-undang oleh hakim. Prinsip pemisahan
kekuasaan {separation ofpowei) yang tegas
antar cabang-cabang kekuasaan negara yang
menghamskan diberiakukannya sistem 'cecks
and balances'dA antarafungsi-^ngsi kekuasaan
Itu dianggap tIdak diperlukan ataupun justm
dianggap bertentangan dengan doktrin
supremasi parlemen Itu sendiri. Karena itu,
undang-undang sebagai produk lembaga
leglslatif dianggap hanya dapat diuji oleh
lembaga yang membuatnya sendiri. Jlka
misalnya seperti dalam UUD 1945 yang asll,
undang-undang ditentukan merupakan produk
Presiden bersama DPR, maka hanya Presiden
bersama..DPR sajalah yang dianggap
berwenang untuk menguji undang-undang itu,
balk secara formal {formal review) ataupun
secara material {material review).

Dengan demiklan, dalam hubungannya
dengan bentuk-bentuk pengorganlsaslan
fungsl Mahkamah Konstitusi, kita dapat
membedakan negara-negara yang ada dl
dunia sekarang Inl kedalam 6-kelompok. Ke-
enam kelompok negara-negara itu dapat
dijadikan model pengorganlsaslan berkenaan
dengan fungsl kelembagaan Mahkamah
Konstitusi {constitutional court). Pertama
adalah model Jerman yang memlllkl
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
sebagai duaorgan yang sederajat danterplsah.
Kedua adalah Perancis yang menyebut
lembaga 'ltu dengan 'Dewan Konstitusi'
{Counseil Constifutionnaf) dl samping struktur
Mahkamah Agung yang tersendlrl. Ketiga,
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model Belgia yang menyebut lembaga in!
dengan nama 'Constitutional Arbitrage'. Di
samping Mahkamah Konstitusi tetapi
fungslnya dijalankan langsung oleh
Mahkamah Agung. Keenam, model negara-
negara yang menganut sistem supremasi
parlemen yang sama sekali tidak mengenal
lembaga Mahkamah Konstitusi dan juga tidak
mengakui adanyafungsi 'judicial reviev/ atas
konstilusionalitas undang-undang yang diakui
sebagai fungsi pokok terpenting yang
menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus
ada.

Negara Indonesia, dapat dikatakan
merupakan negara ke-78 yang tercatat
mengadopsikan gagasan pembentukan
Mahkamah Konstitusi. Gagasan pem
bentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain
merupakan dorongan dalam penyeieng-
garaan kekuasaan dan ketatanegaraan yang
lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang
meiatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam
pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu: (1)
Sebagai implikasi dari paham konstitusional-
isme; (2) Mekanisme check and balances; (3)
Penyelenggaraan negara yang bersih; dan (4)
Perlindungan terhadap hak asasi manusia.^

Jika dilihat kedudukannya dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia yang
menempatkan Mahkamah Konstitusi sejajar
di samping dan terpisah dengan Mahkamah
Agung, maka model pengorganlsasiannya
mencontoh model Mahkamah Konstitusi
Jerman dan Perancis. Kehadiran Mahkamah
Konstitusi setelah perubahan UUD1945 begitu
panting untuk mewujudkan checks and bal

ances terhadap produk UU yang dibuat oleh
DPR dan Pemerintah. Paling tidak, Mahkamah
Konstitusi bisa mengekang supremasi
parlemen [legislative haevy) yang diberikan
oleh UUD 1945.

Kedudukah dan Kewenangan
Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 kedudukan Mahkamah
Konstitusi dalam struktur ketatanegaran Indo
nesia adalah paralel atau sederajat dengan
Mahkamah Agung, yaitu termasuk ke dalam
lingkungan kekuasaan kehakiman. Namun,
yurisdiksl antara Mahkamah Konstitusi dengan
Mahkamah Agung ditentukan seoara limitatif
sehingga mempunyai kewenangan yang
berbeda.

Sesuai dengan hasil perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) dan
Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 2 Tahun 2002 Mahkamah Konstitusi

memiliki lima kewenangan yaitu, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yangputusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar, memutus sengketa
kewenangan fembaga negara yang ke-
wenangannya diberikan oleh undang-undang
dasar, memutus pembubaran partai pclitik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemillhan
umum. Derigan kata lain, kompetensi absolut
yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
menoakup tiga kategori yaitu, constitutional
review dan sengketa antarlembaga negara.

®A. Fickar Hac^ar dkk, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
Cetakan I. (Jakarta; KRHN danKemitraan, 2003), hlm.3.
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impeachment process, serta perkara politik
berupa sengketa dan pembubaran partai.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah
Konstitusi dalam melakukan uji materi (iudiclal
review) terhadap undang-undang tersebut di
atas, telah terjadi kerancuan, bahkan ber-
tabrakan dengan Tap MPR No III/MPR 2000
Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Perundang-undangan Pasal 5 ayat (1) yang
menyatakan:" Majelis Permusyawaratan
Rakyat, berwenang menguji undang-undang
terhadap undang-undang dasar dan Ketetapan
MPR. Sedangkan menurut Pasal 24C ayat (1)
yang berhak menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar adalah Mahkamah
Konstitusi. Disamping itu, terjadi tidak
proporsionalnya antara Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi dalam hal konflik

peraturan dengan konflik orang. Idealnya,
pengujian peraturan perundang-undangan
dilakukan oleh satu lembaga, sehingga
menutup terjadinya inkonsistenslputusan dan
tegasnyavisi dankonsepsl hukumyang hendak
dilegakkan. Seharusnya konflik peraturan ada
pada satu atap yaitu Mahkamah Konstitusi,
sedangkankonflik orangada pada Mahkamah
Agung.

Masalah lain yang kontroversial adalah
pembatasan lembaga negara yang bisa
bersengketa kewenangan, yaitu hanya MPR,
Presiden, DPR, BPK, dan Bank Sentrai (Pasal
1ayat (12) Perma No. 2 Tahun 2002). Padahal,
Lembaga negara yang diberi wewenang UUD
adalah MPR, Presiden, BPK, DPR, MA, MK,
Komisi Yudislal, KPU, dan Pemerintah Daerah.
Di satu sisi, Mahkamah Agung mempersempit
keberadaan lembaga negara yang diberi

wewenang oleh UUD, tapi di sisi lain juga
memperluasnya. Misalnya, Bank Sentrai
dimasukkan sebagai lembaga negara yang
bisa jadi subyek sengketa .kewenangan,
padahai UUD tidak memberi wewenang
secara langsung tap! oieh UU (Pasal 23-D
UUD 1945). Di sisi lain ada iembaga negara
yang diberi wewenang oleh UUD, tapi tidak
dimasukkan sebagai obyek penyelesaian
sengketa Mahkamah Konstitusi.

Jika begitu, sulit merumuskan bagaimana
operasionai terhadap wewenang dan
kewajib.an Mahkamah Konstitusi dalam
pembuatan RUU-nya, karena rumusan UUD
yang jadi rujukan tidak jelas dan tegas
bagaimana filosofis dibentuknya Mahkamah
Konstitusi, mestinya Mahkamah Konstitusi
berfungsi sebagai "penjaga keseimbangan"
antara UUD dan peraturan perundang-
undangan yang dlnaunginya untuk merefieksikan
cheks and balances. Mahkamah Konstitusi

perlu dicegah dari kemungklnan timbulnya
arogansi baru yang seolah-olah Mahkamah
Konstltusilah satu-satunya penafsir UUD, Biia
tidak, maka Indonesia kembali terjebak pada
masa OrdeBaru dimana penguasa (Presiden),
yang memonopoii kebenaran UUD."

Sesuai dengan Aturan Tambahan Pasal
1 Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar
1945, akibat berubahnyasistem ketatanegaraan
Indonesia, dimasa yang akan datang kitatidak
akan mengenal iagi produk-produk MPR.
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah,
apakah Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji TAP MPR tersebut? Jika Aturan
Peralihan UUD 1945 tidak menegaskan
bahwa status TAP MPR/S di masa depan

Fajml Falaakh, Krit'k atas Mahkamah Konstitusi, Htm, him. 3
" Hanan Media Indonesia. iSJanuari 2003
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sebagai peraturan setingkat undang-undang,
maka Mahkamah Konstitusi tidak ben/venang
mengujinya, karena Mahkamah Konstitusi
hanya berwenang menguji undang-undang.
Sesual dengan rumusan Aturan Tambahan
Pasa! 1 tersebut, nasib TAP MPR akan
ditentukan tahun 2003 ini (TAP MPR ada yang
dirubah menjadi undang-undang dan ada
yang dlcabut).^^

Selain kewenangan yang digariskan
dalam Pasal 24C ayat (1) di atas, kewenangan
konstitusiona! lainnya dari Mahkamah
Konstitusi dapat ditemukan pada Pasal 7B ayat
(1) dan ayat (4)hasil perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, yang menegaskan,
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa,
mengadili dan memutus dengan seadil-
adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Waki!
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi
dalam proses pemberhentian Presidendan/
atau Wakil Presiden tidak terlepas dari
pengalaman masa iaiu dan merupakan
konsekuensi logis dari perubahan sistem yang
dikembangkan di Indonesia. Seiain itu,
keinginan untuk memberikan pembatasan
agar seorang Presiden dan/atau Wakii

Presiden diberhentikan bukan karena alasan
politik belaka, tetapi juga memiliki landasan
dan pertimbangan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, konsepsi yang dibangun
oleh Konstitusi dalam proses pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden masih

menyisakan beberapa persoaian diantarnya;
Pertama, tidak adanya kriteria yang jelas
mengenai konteks "pidana berat lainnya" atau
•perbuatan tercela' sehingga memungkinkan
terbukanya penafsiran secara semena-mena.
Dalam Hal ini Yusril mengemukakan, apakah
istilah "perbuatan tercela" itu merupakan
tindak pidana atau suatu kaidah moral. Kalau
dia merupakan kaidah moral, maka bagalmana
suatu majelis hakim konstitusi yang menjalankan
kekuasaar) kehakiman harus memutus sesuatu
yang berada pada tataran kaidah moral dan
bukan suatu kaidah hokum. Begitu juga
pengertian "melakukan tindak pidana berat
lainnya"'harus diperjelas dari segi hukum
pidana, apakah yang dimaksud dengan "tindak
pidana berat lainnya" itu. "Apakah seperti yang
dimaksud Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) ataukah bukan, ataukah kita
mendefinisikan sendiri.^^ Kedua, apa dan
bagalmana mekanisme pemeriksaaan oleh
Mahkamah Konstitusi mengingat dugaan
yang dimaksud oieh DPR adalah perbuatan-
perbuatan yang terkait dengan tindak pidana.
Apakah cukup waktu 90 hariuntuk memeriksa
dan memutus dugaan pelanggaran Presiden/
Wapres jika mengingat proses acara pidana

" Persoalan.ini telah diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR Rl 2003 melalui Ketetapan MPR RI No. 1/
MPR/2003 tentang Penlnjauan Teihadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Rl
1960 Sampal Dengan 2002.

" Marian Kompas, tanggal 1Agustus 2003
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yang harus menentukan kebenaran materiil
dalam suatu kasus itu bisa memakan waktu

berbulan-bulan? Ketiga, bagaimana sifat
mengikatputusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil

Presidan, mengingat putusan dari Mahkakah
Konstitusi. harus dibawa oleh DPR ke MPR.

TIdak tertutup kemungkinan MPR menganuiir
putusan Mahkamah Konstitusi.^^

Merujuk pada has!! perubahan ketiga
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
ditentukan pada Pasal 24C ayat (1) dan Pasa!
7B ayat (1) dan ayat (4) maka kewenangan
Mahkamah Konstitusi daiam sistem ketata-

negaraan Indonesia dapat di elaborasi dalam
enam hal, yaitu
1. Meiakukan pengujian undang-undang

terhadap undang-undang dasar;
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar

lembaga negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum;
5. Memeriksa, mengadili dan memutus

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden teiah mejakukan pelang-
garana hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lalnnya, atau
perbuatan tercela;

6. Memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden teiah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden.

Mengenai keanggotaan Mahkamah
Konstitusi, menurut Pasal 24C ayat (3)bahwa
"Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan
orang anggota Hakim Konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diaj'ukan
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden".

Melihat komposisi Hakim Mahkamah
Konstitusi tersebut, nampak bahwa penglsian
keanggotaan Mahkamah Konstitusi yang
dimonopoli oleh Presiden, DPR, dan MA tidak
membuka peluang adanya peran rakyat.
Keistimewaan ketiga lembaga ini juga berslfat
diskriminatif terhadap DPD, BPK, dan KPU.
Model Mahkamah Konstitusi inl terkesan

mengimpor mentah-mentah dari Perancis
dan Jerman (Barat). Namun, Presiden di
Perancis dan dl Jerman bukan Kepala
Pemerintahan seperti di Indonesia. Maka,
Presiden Indonesia akan menentukan arah

Mahkamah Konstitusi melalui dua jalur, jalur
kepresidenan dan jalur partai-partai dl DPR.
Kondisi 'ini rawan, karena rekayasa sistem
hukum bemegaraseiain dalam konstitusi, juga
berpotensi terjadi pada t'ngkat undang-undang.
Yaltu, bila terjadi kolusi antara Presiden dengan
DPR. Keduanya dapat membuat sistem hukum
yang akan mengontrol hampir semua iini
kehidupan bemegara. Melalui fungsi legislasi
yang dimiliklnya, DPR dan Presiden dapat
rnembuat undarig-undang yang mengatur
segala sesuatu tentang diri sendiri, DPD. MA.

^'A FIckarHadjardkk. op.cit. h!m.17
Dahlan Thaib, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegraan Indonesia, makalah yang disampalkan

padaSeminarRegicnal 'Kedjdukan, Fungsi cfan Kompetensi Mahkamah Konstitusi DalamSistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia', diseienggarakan olehProgram Doktor(S3) llmu Hukum, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 11 Me! 2002,hlm.3
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BPK, Komlsi Yudisial, Pemilu, Partai Polltik,
Pertahanan danKeamanan negara, penegakan
HAM dan Iain-Iain. Dalam hal Inl yang perlu dl
garls bawahl adalah kolusi antara DPR dengan
Preslden juga berpotensl memanduikan
peran strategis Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi yang ditetapkan ber-.
jumiah semblian orang yang diajukan masing-
masing tiga orang oieh DPR, Preslden dan
MA, hai ini dimaksudkan agar Mahkamah.
Konstitusi dapat bertindak adii. Yang menjadi
persoaian adaiah bagalmana cara seleks!
atau rekrutmennya? Jlka hai itu diserahkan
Juga kepada masing-masing iembaga yang
mengajukan, dikhawatlrkan tidak akan
terdapat parameter yang sama dan akan
menghasllkan kredibilitas hakim konstitusi
yang berbeda. Disamping itu, tidak menutup
kemungkinan hakim konstitusi dari DPR akan
sama dengan hakim konstitusi dari Preslden
dan MA. Persoalannya akan berbeda jika
peiaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit
and proper test) diiakukan^oleh satu badan
atau iembaga khusus, dengan teriebih dahuiu,
proses penjaringan dan seleksi bakal caion
hakim konstitusi dijakukan oieh masing-
masing iembaga meialui tahapan-tahapan
yang ditentukan ketiga iembaga'tersebut
dengan melibatkan partisipasi masyarakat,
baru kemudian dari beberapa bakal caion
tetap tersebut, misalnya ditentukan maksimal
6 orang dari masing-masing Iembaga untuk
diajukan ke iembaga khusus tersebut guna.
menentukan siapa yang berhak diangkat
menjadi hakim konstitusi. Meialui caraseperti
ini dupiikasi bakal caion hakim konstitusi dapat
dihindari.

Sistem Pemerintahan Presldenslll

Ada tiga sistem pemerintahan yaitu a).
Sistem pemerintahan pariementer; b). Sistem
pemerintahan presidensiii; dan c). Sistem
pemerintahan referendum. Hamun, di slni
penuils hanya ingin sedikit menguraikan
tentang sistem yang berhubungan dengan
pokok bahasan daiam makalah ini yaitu,
sistem presidensiii.

Daiam sistem presidensiii, masa jabatan
Kepala Pemerintahan secara konstitusional
seiaiu ditentukan dengan tegas. Misalnya, di
Amerika Serikat dibatasi hanya 2 kail masa
jabatan..-Kebiasaan dalam sistem Ini tidak
terdapat dalam sistem lain. Di Indonesia,
meialui perubahan UUD 1945 masa jabatan
Presiden pun ditentukan secara tegas, yaitu
hanya 2 kali rhasa jabatan, sesuai ketentuan
Pasal 7 yang berbunyi:" Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan seiama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipiiih kembali
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu
kail masa jabatan".

Adanya masa jabatan yang past! ini
memberikan keuntungan tersendiri bagi sistem
presidensiii. Pertama, stabilltas pemerintahan
dapat dipeiihara. Presiden terlindungi dari
pengaruh yang diakibatkan oieh perubahan
poiitik di parlemen, misalnya karena perubahan
komposisl.mayoritas yang berhasii dikuasai
oieh partai oposisi, ataupun karena Presiden
dan kabinet yang dipimplnnya kehilangan
kepercayaan dari rakyatdan para wakll rakyat
dl parlemen: kedua, sebagai akibat adanya
stabilltas pemerintahan itu, maka pe-
rencanaan dan peiaksanaan pembangunan
dapat berjaian secara konsisten tanpa
terganggu oieh perubahan poiitik; ketiga,
peiaksanaan tugas pemerintahan dan
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pembangunan tidak tergantung kepada suara
para anggota parleman yang kadang-kadang
bersifat parokial dan berorientasi pada
kepantingan lokal dan sempit

Kelebihan sistem presidensiil adalah
'.Pertama, stabilitas eksekutif, hal ini didasarkan
pada masa jabatan Presiden. Kedua, pemilihan
Kepala Pemerintahan oleh rakyat dapat
dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak
langsung. Ketiga, pemisahan kekuasaan
berarti pemerintahan yang dibatasi, per-
lindungan kebebasan indlvidu atas tirani
pemerintah.

Kelebihan sistem presidensiil sekallgus
merupakan kekurangan dari sistem tersebut,
yaltu; Pertama, masalah kemandegan atau
konfiik eksekutif-legislatif, yang bisa berubah
menjadi "jalan buntu" dan "kelumpuhan"
adalah aklbatdarl ko-ekslstensi dari dua badan
independenyang diciptakan oleh pmerintahan
presidentil dan yang mungkin bertentangan.
Bila pertentangan kedua badan itu terjadi.
Maka tidak adasumber daya instltusiona! untuk
memecahkannya, tidak seperti faktor mosi
legislatif yang menjaga legislator daneksekutif
tetap sejalan dalarn sistem parlementer.
Kedua, adalah kekakuan temporal. Linz
memulis bahwa masa Jabatan Presiden yang
past! menguarlkan perlode-periode yang
dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan,
sehingga tidak memberikan kesempatan
untuk melakukan berbagal penyesuaian yang
dikehendaki oleh keadaan. Bagehot pun
menyatakan bahwa presidenslailsme tidak

memiliki unsur elastis;°sega!a sesuatu dl-
tetapkan secara kaku", dan "sikap re-
volusioner" yang dibutuhkan oleh pemerintah
samasekali tidak ada. Masalah Ini diperburuk
oleh ketentuan bagi Wakil Presiden yang
menggantikan Presiden secara otomatis jika
Presiden meninggal dunia atau tidak mampu
lag! menjalankan tugasnya, pengganti
otomatis ini dipilih sebelumnya sehingga
bukan merupakan orang yang paling tepat
dalam keadaan baru di masa suksesi itu

berlangsung, semua alasan politik selain
syarat-syarat Presiden cenderung mem-
pengaruhi pemilihan Wakil Presiden. Ketiga,
sistem ini berjalan atas dasar aturan
'pemegang menguasai semuanya' yang
cenderung membuat politik demokrasi
sebagai sebuah permainan dengan semua
potensi kpnfliknya.'®

Dalam pemilihan Presiden, hanya
seorang calon dan satu partai yang bakah
menang, dan orang lain kalah. Selain itu,
konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden
memberinya sangat sedikit insentif untuk
membentuk koalisi atau sistem pembaglan
kekuasaan lainnya atau untuk mengambil
baglan dalam negosiasi dengan pihak oposlsl
yang mungkin diperlukan untuk menghadapi
berbagai masalah yang memecah belah.
Terutama di negara yang telah terbagi dan
terpolarlsasi, aturan "pemenang menguasai
semuanya" sangat mungkin menlmbulkan
pembagian dan polarisasi lebih lanjut. Politik
menjadi eksklusif, bukan inklusif.

Ibrahim R. (Penyadurdkk.), Sistem Pemerintahan Parlementerdan Presidensiai (Jakarta; Rajagrafindo
Press,1995).
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Urgensi Mahkamah Konstitusi daiam
Proses Pemberhentian Presiden

Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang
Dasar 1945 memang berbeda apabila
dibandingkan dengan perubahan pertama
dan perubahan kedua. Perbedaan itu disebab-
kan, dalam perubahan terdapat nuansa politik
sangat kental, di antaranya menyangkut
pelaksanaan kedaulatan rakyat dan
perubahan sistem pemerintahan yang dianut."
Hal Ini berkenaan dengan ekslstensi Majeiis
Permusyawaratan Rakyat.

Dalam perubahan ketiga terdapat materi
muatan sistem pemerintahan yang leblh
mempertegas ke arah sistem pemerintahan
presidenslil. Sebelumnya Undang-Uridang
Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan
campuran, dl satu pihak mengandung segi
presidenslil (Pasal 4]o. Pasal 17), sedang di
lain plhak mengandung segl parlementer. Segi
pemerintahan parlementer Ini terletak pada
hal-hal berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh
MPR (Pasal 6)

2. Presiden bertlndak dan bertanggungjawab
kepada MPR (Penjelasan Umum Tentang
Sistem Pemerintahan Negara, Nomor III,
angka (3)
CIri kedua tersebut kemudian dijabarkan

dalam Ketetapan Majeiis Pernusyawaratan
Rakyat No. l/MPR/1983 Tentang Peraturan
Tata Tertib Majeiis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang antara lain me-

nyatakan;
Majeiis Permusyawaratan Rakyat

berwenang:
a. meminta pertanggungjawaban dari

Presiden danmenilai pertanggungjawaban
tersebut;

b. rhemberhentlkan Presiden dalam masa

jabatannya apabila Presiden melanggar
Garis-garis Besar Haluan Negara dan/atau
Undang-Undang Dasar 1945.
Pertanggungjawaban ini lebih dekat

dengan sistem "impeachment" di Amerlka
Serikat. Dengan demikian, sistem Indonesia
secara hakiki adalah sistem presidensiil,
bukan dimaksudkan sebagai bentuk
campuran.'' Berbeda dengan Sri Soemantri,
berdasarkan ketentuan UUD1945, yaitu di satu
pihak Presiden sebagai penyelenggara
pemerintahan (presidensiil) dan di pihak lain
Presiden bertanggung jawab kepada MPR
(badan perwakilan), Sri Soemantri me-
nyatakan bahwa sistem pemerintahan RI
berdasarkan UUD 1945 memperlihatkan
selakigus segi-segi sistem pemerintahan
presidensiil dan sistem pemerintahan
parlementer atau sistem campuran.'®

Melalui perubahan ketiga, telah dianut
sistem pemerintahan presidensiil (murni). Hal.
Ini terlihat dari ciri-ciri sistem pemerintahan
presidensiii sebagaimana dikemukakan oleh
S.L. Witman dan J.J Wuest daiam bukunya
Visual Outline of Comparative Government,
yang dikutip kembali oleh Sri Soemantri,'®

"Baglr Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: Gama Media bekeija sama dengan PSH. PH. Uii,
1999), him 41

'® Sri Soemantri M, Ketetapan MPR{s} Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara (Bandung:
Remaja, 1988), him. 15.

" Sri Soemantri, Catatarvcatatan Terhadap RUU R[ Nomor..., Tahun 2002 Tentang nriahkamah Konstitusi,
makalah dsampaikan padaSeminarRegional, "Kedudukan, Fungsl da Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam
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bahwaciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil
{Presidential Government atau Fixed Execu
tive System) adalah sebagi berikut:
1. Itis based upon theseparation ofpower

principle;
2. The executive has no powerto dissolve

thelegislative normusthe resign when he
loses thesupportofthemajorityofits mem
bership;

3. There is no mutual responsibltity between
thePresident and his Cabinet; the latteris
wholly responsible to the ChiefExecutive;

4. The executive is chosenbytheelectorate.
Ciri kedua, ketiga dan keempat terdapat

dalam UUD'1945, metalui perubahan pertama
dan perubahan ketiga. Dalam perubahan
ketiga ditegaskan, calon Presiden dan calon
Wakll Presiden dalam satu pasangan dipilih
oleh rakyat dalam pemillhan umum. Inl berarti
Presiden tidak akan bertanggung jawab
kepada lembaga negara apa pun. Karena
sebagal manusia, Presidendan/atau WakI!
Presiden dapat melanggar hukum, muncullah
Mahkamah KonstltusI yang salah satu tugas
dan wewenangnya adalah memerlksa,
mengadlll, dan memutuskan pendapat DPR
bahwa Presiden dan /atau Wakll Presiden telah

melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhlanatan terhadap negara, korupsl,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela maupun apablla terbuktl
tIdak lagi memebuhi syarat sebagal Presided
dan/atau Wakll Presiden.

Demlklan juga dengan dlAmerlka Serlkat,

Presiden AS tIdak tunduk dan bertanggung
Jawab kepada badan perwakilan (Congress),
Apapun perbedaan pandangan antara
Presiden dan Congress, Presiden akan tetap
sampal habis masa jabatannya {fixed execu
tive). Satu-satunya jalan untuk menjatuhkan
presiden Amerlka Serlkat (dalam masa
jabatannya) adalah melalui "impeachmenf
atau disebut juga "trial by Congresd'. Tetapl
dasar untuk /mpeac/imne/sangatterbatas, balk
secara substanslal maupun prosedural tIdak
mudah dilaksanakan. Impeachment hanya
dapat dilaksanakan apablla Presiden
melakukan "treson, bribery, or other high
crimes and misdemeanord'.^^

Dl Amerlka Serikat, tatacara pemberhentlan
Presiden diatur dalamUUD. Tetapl haltersebut
tidak menghalangi tumbuh praktik yang
memahamkan bahwa prlnslp stabllltas
pemerintahan harus tetap dipertahankan
walaupun ada "Impeachmenf. Karena Itu,
hingga kinl baru dua orang Presiden Amerlka
Serlkat terkena impeachment, Itu pun tIdak
berhasil.2^

Dl Indonesia, setelah adanya perubahan
UUD 1945 tata cara pemberhentlan Presiden
dan/atau Wakll Presiden juga diatur melalui
UUD (1945) sebagalmana tercantum dldalam
Pasal7A, Pranata impeachmentpun dlsedlakan
untuk Presiden dan/atau Wakll Presiden jlka
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7A
tersebut. Namun, proses dan prosedur untuk
melaksanakan impeachment sangat sulit,
separtlyang kita llhat ketentuan dalam Pasal
7B UUD 1945 Hasil Perubahan.

Sistem Ketatanegaraan Republlk Indonesia", dlseienggarakan deh Program Doktor(S3) llmu Hukum, Univer-
sltas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Mel 2002, him. 3.

" BaglrManan, Ibid., Nm. 3&-39.
BagirManan, Ibid., him.43
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Salah satu alasan munculnya gagasan
pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah
ketika terjadi konflik antara Dewan Perwakilan
Rakyat dengan Presiden, tidak ada lembaga
yang secara konstitusional berwenang untuk
menyeiesaikan persoalan atau pertengkaran
di antara keduanya.

Melalui Perubahan Ketlga Undang-
Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24C ayat
(2) diatur bahwa: "Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakiian Rakyat mengenai dugaan peiang-
garan oieh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar". Pasa! ter-
sebut memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk terllbat daiam
proses pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 78dan Pasai 24C ayat
(2), proses pemberhentian Presidendan /atau
Wakil Presiden di Indonesia menganut sistem
bertingkat atau sistem gabungan artinya, kasus
peianggaran yang diduga diiakukan oieh
Presiden dan /atau Wakil Presiden dibawa ke
Mahkamah Konstitusi baru diiakukan im
peachment. Jadi, prosesnya pertama-tama
meiaiui Pengadiian Poii'tik {proses/mpec/ime/jO
kemudian dibawa ke Pengadiian Hukum (Fo
rum Privilegiatum) yaitu Lembaga Mahkamah
Konstitusi, baru dibawa ke MPR (kembaii ke
proses impeachment.

Cara untuk memberhentlkan Presiden
dan/atau Wakii Presiden secara konstitusional
sebagaimana tersebut di atasdapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Menurut Pasai 7B ayat (1) Presiden dan/

atau Wakil Presiden bisa diberhentikan

karena meianggar hukum dengan meng-
khianatinegara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau melakukan

perbuatan tercela, atau tidak memenuhi
syarat iagi sebagai Presiden dan/atau
Wakii Presiden.

2. Mendrut Pasai 70 ayat (3) jika ingin
menjatuhkan Presiden dengan aiasan
bersaiah maka DPR harus bersidang yang
dihadiri oieh 2/3 dari semua anggotanya
dan 2/3 dari yang hadir manyetujuinya
(proses impeachment).

3. Seianjutnya kesimpulan DPR itu di-
sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk dinilai secara hukum (forum
Privilegiatum). Mahkamah Konstitusi wajib
memeriksa. mengadiii.dan memutus
dengan seadii-adilnya terhadap pendapat
DPR tersebut paling iama 90 hari setelah
permintaan DPR itu.diterima oieh
Mahkamah Konstitusi. •

4. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

benar-benar telah melakukan perbuatan
tercela, apalagi meianggar hukum, seperti
dituduhkan DPR maka DPR segera
bersidang untuk menyampaikan kepada
MPR (kembaii ke prosesjmpeachment)

5. MPR dapat memberhentlkan Presiden
dan/atau Wakil Presiden jika pada sidang
untuk itu dihadiri oieh sekurang-kurangnya
% dari seiuruh anggotanya dan iebih 2/3
yang hadir menyetujui usui pemberhentian
Itu.

Proses pemberhentian Presiden sebagai
mana tersebut di atas nampak- aneh, sebab
putusan Mahkamah Konstitusi ditunda
efektivitas hukumnya, karena DPR harus
menerusk^n proses pemberhentian Presiden
dan/atau Wakii Presiden kepada MPR.
Penundaan efektifitas hukum putusan
Mahkamah Konstitusi makin terasa, karena
MPR harus menyelenggarakan Sidang
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Istimewa dengan memberi kesempatan
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
untuk membela diri. Apakah SI-MPR dan
pembelaan diri Presiden atau Wakil Presiden
serupa dengan proses pembuktian, atau
sekedar politik simboiis? Masih balum oukup,
efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi
digantungkan lagi kepada keputusan yang
disepakati oleh 50 persen anggota MPR ^aitu
oieh 2/3 anggota dari Korum %). Bagaimana
jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
dugaan DPR tidak berdasar, tetapi DPR
meneruskan prosesnya ke Sl-MPR agar
Presiden dan/atau Wakil Presiden diber-

hentikan? Dapatkah Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang diberhentikan itu mengadu ke
Mahkamah Konstitusi dengan memper-
karakan putusan MPR sebagai sengketa
kewenangan antarlembaga negara?

Di samping itu, Berdasar kepada
mekanisme atau proses pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut di
atas, muncul adanya kemungkinan yang
berkaitan dengan sudut pandang hukum dan
sudutpandang politik. Seperti yang tercantum
dalam Pasai 78 ayat (5) UUD 1945
yaitu,"apabi!a Mahkamah Konstitusi memutus
kan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti meiakukan pelanggaran hukum...;
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat...,
DPR menyelenggarakan sidang paripurna
untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR°.
Jika dimisalkan proses hukum di Mahkamah

Konstitusi telah selesai, maka dimulailah
kembali proses politik di MPR. Berkaitan
dengan sudut pandang politik, putusan
Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya tidak
akan berpengaruh pada kemungkinan
Presiden dan/atau Wakil Presiden akan kalah

daiam pertarungan (politik), balk di DPR
maupun di MPR. Putusan Mahkamah Kons
titusi terlihat hanya sekedar "beban moral
(politik)"-' bagi DPR dan MPR. Karena kedua
lembaga tersebut merupakan arena politik,
maka segala sesuatunya tergantung kepada
dukungan politik atau legitimasinya.^^

Pemikiran diatas dapat dlbuktikan dengan
dua (2) Gontoh sebagai berikut: pertama,
tuntutan impeachment terhadap Presiden
Amerika Serikat, Bill Clinton. .Dalam Sidang
("Pengadilan") Senatyang dipimpin olehKetua
Mahkamah Agung AS akhirnya memutuskan
bahwa, Presiden Bill Clinton tidak perlu-turun
dari jabatannya. Hal itu tidak berarti bahwa
Presiden Bill Clinton tidak meiakukan pelang
garanhukum, tetapi pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh Presiden Bill Clinton tidak

oukup kuatuntuk menurunkannya dari jabatan
Presiderr; Bukti adanya perbedaan antara
kesalahan dan hukuman dapat diperhatikan
daripernyataan parasenatoryangmendukung
Presiden untuk tetap dudukdalamjabatannya.
Mereka berpendapat bahwa, Presiden
memang diakui (terbukti) bersalah, meiakukan
perbuatan yang tercela, tetapi Presiden tidak
periu diturunkan dari jabatannya.^^

Sebagai contoh kedua adalah, masaiah
peiaksanaan Sl-MPR Tahun 2001 dalam

^ Didl Hariadi dan Suhartono (Edtor), Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi
(Jakarta: Agarindo Abadi, 2002), him. 58.

" ibid.
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rangka meminta pertanggungjawaban
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam
kasus tersebut Presiden diminta pertanggung-
jawabannya dalam kaitannya dengan
pelanggaran terhadap Haluan Negara dan.
UUD 1945. Tuduhan pelanggaran yang
dilakukan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid
itu didasarkan pada dugaan DPR bahwa;
Presiden turut serta dalam pencairan dana
non-budgeter badan Urusan Logistik (Bulog)
atau dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera)
Bulog. Sehari sebelum pengambilan kepu-
tusan dalam' Sidang Paripurna DPR, tanggal
28 Mel 2001. JaksaAgung Marzuki Darusman
telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan {SP3) dengan
Alasan, tidak ditemukannya buktl yang cukup
mengenai keteriibatan Presiden K.H.
Abdurrahman Wahid dalam kasus Boluggate
dan Bruneigate."

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis
simpulkan bahwa putusan Mahkamah
Konstitusi dalam proses pemberhentlan
Presiden dan/atau Waki! Presiden nyaris tidak
mempunyal "gigi" karena peran lembaga
MPR yang sarat dengan muatan politik
sangat menentukan, 'apakah Presiden dan/
atau Wakil Presiden masuk dalam "kubangan
hukuman' atau sebaliknya.

Dengan demikian, melihat proses dan
mekanisme pemberhentian Prsiden. dan/
atau Wakil Presiden, dapat dikatakan bahwa
proses pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden jauh lebih sulit dibandingkan
dengan perubahan undang-undang dasar Itu
sendlri.

'/6/d

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat di-
simpulkari bahwa Mahkamah Konstitusi
berfungsi sebagai Pengadilan Hukum dalam
proses pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden, wajib membe'rikan putusan
atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oieh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut undang-
undang dasar. Namun, putusan mahkamah
Konstitusi terlihat hanya sekedar"beban moral
(politik)" bagi 'DPR dan MPR. Karena kedua
lembaga tersebut merupakan arena politik,
maka se^atunya tergantung kepada dukungan
politik ateu legitimasinya.

Kendati hadirnya Mahkamah Kosntitusi
telah menimbuikan beberapa problematika
dalam pola hubungan kelembagaan negara,
namun, keberadaan Mahkamah Konstitusi Itu
menjadi "oafiaya baru" dalam ruang politik.
Karena keberadaan Mahkamah Konstitusi
merupakan proses hukum yang menentukan
kelanjutan dari kelnginan DPR untuk
mengundang SI-MPR.o
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